
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR AA. TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentangpajak Daerahdan Retribusi Daerah, perlu menetapt<an ferituran Daera-h
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan pajak
Daerah;

Mengingat : 1

2

fa;al t8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribu SI Daerah(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom
85 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor l);
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Menetapkan

14.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG
DANTATA CARA PEMUNGUTAN

BAE} I
KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM
PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah ada-lah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pemba,tu Bupati dal Dewan perwakilan
Ralyat Daerah dalam penyelenggErraan u.usan pemerintahan bidang pajak
Daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah adarah Kepala perangkat Daerah sebagai
pelaksana fungsi pemerintahan pajak Daerah.

7. Aparat Pengawasan Intern pemerintah yang selarjutrya disingkat ApIp
adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan funlsi pokok
melakukan pengawasan.

8' Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oreh orang pribadi atau badan yang bersifat

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
g dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

s. Pajak rerutang adatah 
";HT#y;Ls dibayar pada suatu saat, daram

masa Paja.k, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. syarat Subjekrif adalah persyaratan- yang sesuai 
-dingan 

ketentuan
mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undarrg Nomor 7 T,ahun 2O22tentanrg Hubungal Keuangan Antara pemerintah irusat dan
Pemenntahan Daerah.

11. syarat objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan
mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor i Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintarr pusat dan pemerintahan
Daerah.

L2.
13.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, metipuU pembayar iajak,
pemotong Pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran p4jak termasuk wakil yang menjalankan halidan
memenuhi kewajiban Wajib pajak menurut - ketentuan peraturan
perundang-undan gan perpajakan.

15. Badan ada_lah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroErn
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ata
badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dala pensiun, perseku [uan, perkumpulan, yayas€ut,
organlsasl massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi
dan bentuk usaha tetap

koleklif
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16

17.

18.

19.

20

2l

22

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

f3j3t<.eun1_dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 

- 
Uaigu.ran ya;g

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
"t"u 

n"ir,,.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekattan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari tr alsaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJop ditentukan meli.lui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanj u tnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas pcrolchan hak atas tanahdan/ato, 

-Br.rgr.r*.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuati.n atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasn),a, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat pBJT adalah
P-E* yrrrg dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/atau jasa tertentu.
Barang dan Jasa Tertentu ada1ah barang dan jasa tertentLr yang dijuar
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsurg -",ipr.,tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.
Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga iistrik yang didistribusikan u.rtuk bermacam peralatan
listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan Tenaga
Listrik yang dihasilkan sendiri.
Tg""ql Listrik yang Dihasilkan Sendiri adalah tenaga listrik yang
dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang
mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki atau dikelola oleh orang
pribadi atau Badan.
Tenaga Listrik yang Berasal dari sumber Lain dengan pembayaran adalah
tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain atau
perusahaan listrik negara.
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi ya_ng dapat dilengkapi
lengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan friUuian, aan /ataufasilitas lainnya.
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31

32.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyeienggaraan tempat parkir
di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
,ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yarrg disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Jasa Kesenian darr Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmatj.
Paja-li Reklame ada.lah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memirerkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.
Meter air adalah alat ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang
melalui suatu saluran tertutup (pipa) atau saluran terbuka 5,alg
dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
Pajak Mineral Bukan togam dan Batuan yang selanju tnya disebut Pajak
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk
dimanfaatkan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.
Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulal kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupali paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagr Wajib Paj ak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
ada-lah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
p€nyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seianjutnya disingkat SPTPD
ada.lah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

33.
34.

35

36.

al

38

39.

40.
47.

42.

44.

45.

47.

46

43

penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau b
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undan gan perpaj akan Daerah.

48. Surat Peurber-itahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.



5

49' la'mpiran SPop yang selanjutnya disingkat Lspop adalah formulir yangdigunakan oleh Subjek eajak atau Wai-it ea.;at ,rt,rt -"t"po.f."o a"tarinci objek pBB_p2.
50' surat Ketetapan pajak Daerah yang seranjutnya disingkat sKpD adarahsurat ketetapan pajak yang meneniutan -besarny" j;ili;h;;k;k pajak

yang terutang.
5l' Surat Setoran pajak Daerah yang seranjutnya disingkat sspD adalahbukti pembayaran atau p".ry"io.ui eu,.af. y"og telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah aiUt..t.r_, -d..rg* .;-il; ke kasDaerah melalui tempat pembayaran yan! aituniut< .f".t n"p"ti.*-^52. Surat pemberitahuin ira.;af< terutang ]arg sefanlutnya disingkat Spptadalah surat yang digunakan untuk memb-eritafrutan U"".r":i" png_pZ

53. 
ang selanjutnya disingkat

pokok Pajak, jumlah nentukan besarnya jumlah
i,.:.t, ut .iry" 

""r,r."i administratif, o." j"-"T?lTuTI_,?"IffffiflH:
dibayar.

54. Surat Ketetapan mL.^},^* !,^-^ ^^,^_.disingkat SKPD l!"1- J'ang selanjutnl'a

1"-ul1".r ri"".;,_,-r, Paiak yang menentukan
55. Surat Ketetapan paj 

""tffit ry" disingkat SKPDNadalah surat ketetapan.pajak yang menentukan jumlah p"k;f^pqj'J ""*"b:y-v1 dengan jrmlah freai ei5ar< 
^t.,-i 

erj^i ual tiri,t"rrgtl tia^kada kredit pajak.
56' Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkatSKPDLB adalah surat ketetapan effi yang menentukan jumlahkelebihan pembayaredaripadap;j;k;;;"" ,hlioi:.Ifli: 

rebih besar

57. Surat Tagrhan Paj, a disingkat STpD adalahsurat untuk melaku tau sanksi administratifberupa bunga dan/atau
58' Surat Keputusan pembeturan adalah surat keputusan yang membetulkankesalahan tulis' kesarahan hitung, a^"7"L" kekeriruan dalam penerapanketentuan tertentu dalarri pl..lr..r, perundang_undanganperpajakan.Daerah yang terdapat dalam SppT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan pembetulan, atauSurat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keberatan adalah 

.surat yang diajukan oleh Wajib pajal< kepadaKepala Perangkat Daerah -..g.rii t<eUeratan terhadap suatu suratketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihakketiga.
60 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap SppT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Sxpoie-, atau

L"..Bdlp. pemotongan atau pemungutan pihak 
"tig" 

y"rrjd-i"jr;r, ofehWajib pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilar pajak atas bandingterhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.62. Penelitian adalah seran an kegiatan yang dilakukan untuk menilaiCkai

kelengkapan pengislan surat pemberitahuan atau dokumen lain yangdipersamakan dan Iampirannya termasuk penilaian tentang kebenaranpenulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara supemberitahu an dengan SSpD.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi

an Pajak dengan Drenegur ata.u
agihan seketika dan sekaligus,
ulkan pencegahan, melaksa.,aka.,

Ern, dan menjual barang yang telah



5

64

65.

Ru

Ul.r,t Pajak ada_lah pajak yang masih uk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan tercantum
dalam surat ketetapan Paiak atau surat s peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Himbauan adalah dokumen atau
memberikan himbauan atau peringatan
kewajiban perpajakannya.

surat yang diterbitkan untuk
agar Wajib Paj ak memenuhi

66. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban
subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran p;jaf.,
berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdisarkin data dan
informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh perangkat Daerah,
dalam rangka menerbitkan surat ketetapa, paJak, menghapJsT mencabut
NPWPD.

67. Laporan Hasil Pendataan obyek pajak yang seranjutnya disingkat LHpop
adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas peran[kat Daerah
di lapangan terkait dengan kondisi objek pajak y..rg tiaa. dilaporkan oleh
Wajib Pajak.

68. Pemeriksaan adalatr serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanika., 

-sec"ra 
objektif danprofesional berdasarkan suatu st dar pemeriksaan untuli menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain
daJam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang_undangan
perpajakan Daerah.

69. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam .j.ri.,g"r,melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

70. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini atau berdasarkan undang_ unda.rg lainnya.

71. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat ppAT adalah
fejabat umum yang diberi kewenLgan untuk membuat akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hal< atas tanah.72. Sistem Elektronik ldalah sistem yang- terintegrasi untuk mengolatr
informasi atau data pajak Daerah oengan bantuin komputer, sejarr dari

ataan dan pendaftaran), pemberian

TlL*T"fkJ::1?ft:J:*
pelayanan pajak Daerah maupun *.*iX,.Xil:X,ftj"u 

melalui rempat

73. Risalah Ielang adalah berita acara peraksanaan lelang yang dibuat oreH
alam bentuk yang ditentukan oletf

7 4. iangan lelang. t
adalah masyarakat yang mempunyai Aketerbatasan daya beli sehingga p rlu mendap"t artrrrg^; p"#;;-t h{untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

a
b
C

d
e
f.

ang lingkup dalam peraturan BupaLi ini meliputi:
jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun p4lak, NpWpD dan NOpD;
tata cara pemungutan pajak;
kedaluwarsa penagihan pajak;
penghapusan piutang pajak;
keberatan, banding dan gugatan pajak;
pengurangan, keringanan,. pembebasan, penghapusan atau penundaan
pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksi-nya;
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g. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
h. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
i. ke{a sama optimalisasi pemungutan Pajak.

BAB II
JENIS PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK, DAN NOMOR POKOK WAJIB

PAJAK DAERAH DAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT yang terdiri atas:

l. Makanan dan/ atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Pelhotelar:;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;
e. Pajak Air Tanah;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. opsen PKB; dan
i. opsen BBNKB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame; dan
C. PAT.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
a. BPHTB;
b. P&lT atas:

1. Makanan dan /atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;

,3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Masa dan Tahun Pajak

Pasa I 5

dipungut

aioursutf

(l) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi Syarat Subjektif dan Syarat Objektif atas suatu jenis pajak
dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun
Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndang-undan gan tentan g perpaj akan daerah.

a
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(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang menjadi dasar bagi:
a. Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan meiaporkan pajak yang

terutang untuk jenis pajak seb 3aimala dimal<su<l dalam pasil 4 ayat
(2); atau

b' Perangkat Daerah .untuk menetapkan pajak rerutang untuk jenis pajak
' sebagaimana dimaksud dalam pasal + ayat 1t1.(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Waiib'ea.iat untuk menghitung,

ang terutang untuk jenis pajak y-ang
sendiri Wqiib pajak sebagaimana

untuk jangka waktu 1 (satu) bulan

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
untuk BPHTB

(5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalendei, kecuali 3ika Wa;iU eajat
menggunakan tahun buku yang tidal sama dengan tahun kalender.

(6) Masa-PaJak sebagaimana dimJsud pada ayat (2J, ditet,pkan:
a. PBB-P2 yaitu 1 (satu) tahun kalender;
b P-E"k Reklame yaitu hari, minggu, bulan, tahun, perpenyelenggaraan,

dan durasi;
c. PAT yaitu 1 (satu) bulan kalender;
d. PBJT atas:

1. Makanar dan/atau Minuman yaitu I (satu) bulan kalender;
2. Tenaga Listrik yaitu 1 (satu) bulan ka_lender;
3. Jasa Perhotelan yaitu 1 (satu) bulan kalender;
4. Jasa Parkir yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu hari, bulan;

e. Pajak MBLB yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan
f. Pajak Sarang Burung Walet yaitu 1 (satu) bulan kalender.

Nomor pokok wajib ."i.uBxtJ#nt"#ft"-.. objek pajak Daerah

Pasal 6

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati dan Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut
leld.asarkan penghitungan sendiri mendaftarkan airi aanTitar:- obJek
Pajalcnya kepada Kepala perangkat Daerah.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (r), kepada wajib pajak
.^. !i!e1tan I (satu) Kepala perangkaiDaerah.
(3) Selain diberikan ud pada 

"yrI 121, Kepala
Perangkat Daerah

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi
dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubun
dengal nomor induk berusaha.

(6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk JenlsPajak yang rnemerlu kan pendaftalan objek Pajak clengart rnengBunakan
SPOPD.

Pasal 7

(1) Dalam hal Wajib pajak tidak lagi memenuhi Sy ratObjektif sesuai dengan ketentuan peraturan di
li|*g Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, raho-apat melakukan penonaktifan atau penghapusan NpWpD dan/atau
NOPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib pajak.
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(2) Dalam hal penonaktifan atau pen
dasar permohonaa Wajib pajak
Kepala Perangkat Daerah hirus

NOPD secara jabatan
mana dimaksud pada

an

gugatan, atau peninjaua., t e*ulfi. 
hukum berupa keberatan, banding,

Dalam rangka penerbitan, peno
NOPD sebagaimana dimaksud
d3erah dapat berkoordinasi dengan k
dihngkungan Pemerintah Daerah serta

Pasal 8

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Paragraf I
Umum

Paragraf 2
Pendaftaran dan pendataan

Bagian Kesatu
Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan

Pasal 9

Tata cara pemungutan pBB p2 meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. peniJaian; dan
c. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

Pasal 10
(1) Wajib Pajak melal<ukan pendaftara_n objek pBB_p2, dengan prosedur:

Indonesia yan

(21 Pir*r 
a haru

c

tu indentitas diri lainnya;
saan, atau pemanfaatan tanah;

atau persetujuan bangunan ged

a.
b.
c.

ung

d

ngan objek pajak; dan
kelurahan.

P dan LSpOp sebagaimana dimaksud
bukan Wajib pajak, dilarnpiri dcrlga.n
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(4) Surat permohonan, SPop dan Lspop sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya SPOpD oleh Wajibpajak atau kuisa.rya.

Pasal 11

(1) Pendataan objek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah.

(2) Pendataan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. penyampaian dan pentantauan pengembalian SPOP;
b. identifikasi data objek PBB-P2;
c. verifikasi data objek PBB-P2; ata
d. pengukuran bidang objek PBB-P2.

(3) Hasil pendataan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menetapkan besarnya NJOP dan Pajak Terutang.

Paragraf 3
Penilaian

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan

penilaian PBB P2.
(3) Tata cara penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4
Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 13

(l) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak Terutang berdasarkan SPOP
dengan menggunakan S PPT.

(2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPD dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikaa oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak

ditegur secara tertulis oleh Kepala Peralgkat Daerah yang ditunjuk
sebagaimana ditentukan dalam surar teguran; dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang
terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) SPPI dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
a. diserahkan langsung;
b. diserahkan petugas kecamatan/ kelurahan/ lembang/ kampon

Iingkungan; atau
c. Sistem Elektronik.

(4) SPPT dan SKPD dianggap telah diterima oleh Wajib Pajak terhitung seja}:
a. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT

SKPD, dalam hal diserahkan langsung;
b. tanggal yang tercantum dalam tanda terima penyampaian SPPT dan

SKPD pada petugas tingkat kecamatan/ kelurahan/ lembang/
karnpong/ lingkungan, dalarn hal dieerahkan petugas l<ecannata:: /
kelurahan / lembang/ kampong/ lingkungan; atau

.t



(i) Perangkat Daerah dapat menerbitkan sppr, apabila diperoleh datadan/atau informasi vang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan pBB_P2 yang belum dipenurriwaliU p;;J.*' *-"

ka waktu

ikenal<an

pasai 15

(1 ) Wajib Paj ak melakuk-an pembayaran dan penyetoran pajak Terutangdengan menggunakan SppT.

c. tanggal pengiriman melalui Sistem Elektronik

Pasa-l 14

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

11

Paragraf 2
Pendaftaran dan pendataan

sebagaimana dimaksud pada
r berbasis elektr.onik.

toran pajak Terutang paling lama 6
SPPI.

at (2) did istribusikan oleh:

b. pemerintah kecamatan, pemerintah lembang, danf atau pemerintahkelurahan.
(5) Selain melalui pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajibPajak dapat memperoleh SppT melal-ui pengambilan 

"""L" f"rg""i_rgi
ran atau penyetoran pajak Tlrutang
4) jatuh pada hari libur, pembayaran
dapat dilakukan pada hari kerja

toran Pajak Terutang dilakukan pada
a waktu pembayaran atau penyetoran

Tama 7 (tujuh) hari kerja berikutnl,a.
aksanakan oleh:

a. Perangkat Daerah; dan/atau
b. petugas pemungut pajak di kecamatan/ kelurahan/ lembane/ Vkampong/ lingkungan. ^-'-'"*"o' 

I

Bagian Kedua
Pajak Reklame

Tata cara pemungutan pajak Reklame meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan; dan
b. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

(1) wajib pajak merakukan pendaft::as;lt#"u r.r* Rekrame dengan prosedur:a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa tn?onesia yangditujukan kepada Bupati melalui perangkat Daerah; dan

{



b..mengisi surat pendaftaran objek pajak Reklame dengan jelas, benar danlengkap.
(2) Permohonan ssfagaimsna dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan

dokumen:
a' fotokopi kartu tanda penduduk atau indentitas diri lainnya dan/ataufotokopi surat iain usaha; dan
b. titik koordinat lokasi Reklame;
c. gambar atau denah lokasi, dan
d.desain Reklame.

Pasal 18

(3) D.okumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d
, -. khusus untuk permohonan Rekram e'b tboaid.dan Reklame melekat.(4) Surat permohonan 9u, surat pendaftaran objek pajak Reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b irenjadi dasarditerbitkannya NpWpD atau surat terdaftar sebagai Wa,jib paiak.

12

petugas menginput data di sistem
penerbitan SKpD pajak Rek'lame.

untuk proses penetapan dan

(1) Pendataan objek Pajak Rekrame ditakukan oreh perangkat Daerah.(2) P-endataan Objek pajak Reklame sebagaimana dimiksud pada ayat (l)dilakukan dengan cara:
melakukan pendataan Waj_ib pajak dengan meminta dokumen bempafotokopi KTP, surat izin usaha, foio dan tiik koordinat Reklame;
iden_tifikasi data objek pajak Reklame ;
verifrkasi data objek pajak Reklame; atau

a.

b.
c.
d.

paragraf 3
Penetapan, Pembayaran dan penyetoran

19
ak Terutang berdasarkal surat

a dimaksud dalam pasal 17 dengan

(2) 9KPD sebagaimana dimaksud,pada ayat (l) diterbitkan paring lama 15
.-. (i*" belas) hari kalender setelah tr,tasa ealj berakhir.(3) :IP.P sebagaimana.dimaksud paaa ayJ e) dikirim kepadawajib Pajak daram bentui rrsit dan/atau elektronik paring

:rbitkan.
akukan pendaftaran sebagaimana
rangkat Daerah dapat menerbitkan

atan berdasarkan data yang diperoleh

a ayat (1), ayat (4) dan ayat (5)
terutangnya pajak.

ana dima_lisud pada ayat (5) tanpa
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Pasal 20

(1) Wajib Paj ak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang berdasarkan penetapan Pajak Terutang pada SKPD dengan
menggunakan SSPD.

(2) Pembayarar atau perlyetoran Pajak sebagaimana ditraksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik menggunakan
SSPD.

(3) Jangka waktr-i pembayaran atall penyetoran Pajak terutang paling lama 1

(satu) bulan sejak SKPD dikirim.

Bagian Ketiga
Pajak Air Tanah

Paragraf I
Umum

Pasal 21

Tata cara pemungutan PAT meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan; dan
b. penetapan, pembayaran dan penyetoran.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasr.l22

(1) Wajib Pajak meiakukan pendaftaran objek PAT dengan prosedur meliputi:
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang

ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah; dan
b. mengisi surat pendaftaran objek PAT dengan jelas, benar dan lengkap.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan
dokumen:
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau indentitas diri lainnya; dan
b. fotokopi surat izin usaha.

[3) Surat permohonan dan surat pendaftaran objek PAT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar diterbitkannya
NPWPD atau surat terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pasal 23

(l) Pendataan Objek PAT dilakukan oleh Perangkat Daerah.
(2) Pendataan Objck PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukanf,

dengan cara: (
a. petugas mengisi formulir;
b. Wajib Pajak melampirkan dokumen yang terdiri atas:

f . identitas diri;
2. akta pendirian usaha; dan
3. surat izin usaha.

c. petugas memasang Meter Air yang memenuhi standarisasi nasional
lndonesia

(3) Meter fur sebagaimana drmaksud pada ayat 12) huruf c menjadi dasar
dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

a



Paragraf 3
Penetapan, dan pembayaran dan penyetoran

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah menetapkan pajak rerutang berdasarkan surat
pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dengan
menggunakan SKPD.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15
(lima belas) hari kalender setelah Masa pajak berakhir.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada WajibPajak da.lam bentuk fisik dan/atau elektronik paiing lambat 3
(tiga) hari kerja setelah diterbitkan.

(a) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, Kepala perangkat Daerah dapat menerbitkan
SKPD atas Pajak rerutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh
atau dimiliki oleh Daerah.

74

Pasal 25

Bagian Keempat
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Tata cara pemungutan BPHTB meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. pembayaran dan penyetoran;
c. pelaporan; dan
d. penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat 1'agihan pajak.

(1) Wajib Pajak PAT melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vanelterutang berdasarkan penetapan pajak Terutang pada SXPO Oengaif
menggnnakan SSpD.

(2) Pembayaran atau penyetoran paj ak sebaeaimana dimaksud pada ayat ll !.dilakukan melalui sistem pembayaran birbasis erektronik -..rggrr.r"k .r ''
SSPD,

(3) Jangkl waktu pembayaran atau penyetoran pajak Terutang paling lama 1
(satu) bulan sejak SKpD dikirim.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyatajumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihiiung
berrlasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan otet, wajiu
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala irerangkat Daerah
dapat menetapkan Paj ak Terutang dengan menggunakan SKpD.

(6) Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (4) dan ayat (5)
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

(7) Penetapan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud padr ayat (5) tanpa
dikenakan sanksi administratif.



(1) wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek BpHTB kepada KepalaPerangkat Daerah.
(21 

objek
wajib
PHTB

(s) .^ti$:'ty", (1) dan pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersamaan dengan dilakukannyapembayaran.

15

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 27

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 28

Pasal 29

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak Terutang
dengan menggunakan SSpD.

@ Pemba-yaran,atau penyetoran pajak Terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakuka:r melalui sistem pelayanan BpHTB berbasis elektronikmelalui Notaris, PpAT, kantor yang-membidangi pelayanan lelang n"gu..a,atau. gihak lain yang diizinkan oleh Kepala plrangkat Daerai untukmemiliki akun dan rr.ser.
o falam hal pembayaran atau penyetoran BpHTB atas perorehan Hak atasTanah dan/aLau Bangunan dari juar beri, pembayaran berdasarkan nilaiperolehan objek pajak.
(o) P{*. hal terjadi perubahan atau pembataran perjanjian pengikatan jual

beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengaki6atkan: "a.jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak -terutang, Wajib pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan p._6"y.."., 

-BpHTB;

atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib pajak melakukan pembayaran

kekurangan dimaksud.
e P.embayaran atau penyet.oran_ BpHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4) huruf b paling lambat dilunisi pada saat p".r..,a.t rg".,..,akta juat beli.

(U Notaris atau PpAT sesuai kewenangannya wajib:
a.meminta bukti pembayaran epFItB kepada Wajib pajak, sebelummenandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/at* n"rrgrrr.rr;dan

Bupati paling lambat pada tanggal 10

ayat (1) huruf b dan a1,21 (2) huruf
bulal pengesahan atau penomoran

atau Risalah l,elang.
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Pasal 3O

(u ParT hal perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ya,g ditetapkanberdasarkan peraturan_ perundang-undangan bukan merup*akan objek
BPHTB, Kepala Perangkat Daerah menerbltkan surat keterangan bukan
objek BPHTB.

O lyrat t<eterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan berdasarkan permohonan pe-ngecualian ou.let 

-eeHre 
aari

orang pribadi dan/atau Badan, atau penetapan secara jabatan.
0 Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsu.rg i..rgur-t
melampirkan:
ai surat permohonan bermaterai dan ditandatangani tinta basah;
b. surat kuasa apabila dikuasakan ditandatangani oleh kedua pihak dan

diketahui Notaris atau ppAT yang mengajukan pendaftaran BpHTB
secara sistem;

c.surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa
yang diketahui kelurahan jika diperlukan;

d. foto objek BpHTB; dan
e. surat keterangan besaran penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah.
S) Rerdasarkan permohonan sebagaimana dimaksuri pada ayat (3), Kepala

Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan yang berisi persetujuan
atau pe.olaka, pe.r,oh,rran bukan objek BpHTB setelah dilakukan
verifikasi.

P Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak,
Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat penolikan kepada pemohon
disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasa] 31

(1) Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak Terutang yang telah dibayarkan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi:

a. pengisian dan penyampaian SSpD; dan
b. penelitian SSPD BPHTB.

Pasal 32

(1) Pengisian dan penyampaian SSpD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
a],at (2) huruf a wajib dilakukan oleh Wajib pajak. I

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamal<an dengan SpTpDl
dan dianggap telah disampaikar-r setelah dilakukannya pembayaran. 

I

Pasal 33

(1) Penelitian ssPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3l ayat (2)
huruf b dilaksanakan setelah pembayaran yang meliputi:
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSpb dengan NOpD yang

tercantum:

a

I. dalam SPPT atau bukti pembayaran pBB-p2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-p2;



(2)

tc,

(4)

(s)

(6)

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOp Bumi pi. *Jt . persegi pada basis data
PBB-P2;

c. kesesuaiaa NJOP Bangunan per meter persegi yang dicaltumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOp Bangunan per -iter persegi pada basis data
PBB.P2;

d. keberraran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, larif, pingenaan atas objek pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau yarrg harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB 
- 
yang disetor, termasuk besarnya

pengurangan yang dihitung sendiri; dan
f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu ya''g dikecualikan dari

pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BpHTB bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

objek pajak tertent* sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) hr:nrf cl meliputi
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
Ikiteria pengecualian objek BpHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf f yaitu- untuk
kepemilikan rumah pertama dengan kriterii tertentu yang ditltapkan oreh
Bupati.

5lt:.-" tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetaraskan dengan
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

"e".,"i d.r,g"r, ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Proses Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerji sejak diterim"rry" "..rr" lengkap
SSPD BPHTB untuk Peneiitian di tempat.
Dalam hal berdasarkan has peneritian sSpD BPHTB sebagaimana
dimal<sud pada ayat (r) iumlah pajak yang disetorkan lebih kicil darijumlah pajak terutang, Wajib pajak wajib membayar selisih kekurangan
tersebut.

t7

paragraf 5
Penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak

Pasa] 34

(l) Surat Ketetapan Pajak terdiri atas:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejaft terutangnya pajak,
menerbitkan Surat Keteta,pan pajak
)

da ayat (1) huruf a diterbitkan dalam
tau tidak dibayar berdasarkan hasil

(4) PKPDKBT sebagaimana dimaksud pada a1u21 (1) huruf b diterbitkan dahm Ihal ditemukan data baru cian/atau data yang semula belum terungk"p ;;f
.k yang terutang seteiah diiakukan t

SKPDKBT. A
ayat (1) huruf c diterbitkan dalam V

ak berdasarkan hasil pemeriksaan.
ayat (l) diterbitkan dalam hal jumlah

an jumlah kedit pajak atau pajak
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Pasal 35

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dan ayat (5)
dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l 34 ayat (2) huruf a dikenal<an sanksi administratif
berupa bunga sebesar I,87o (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun pajak
sampai dengan diterbitlannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I
(satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang datam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2o/o (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kuralg
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya paj ak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok paj ak
yang kurang dibayar.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKpDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 avat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 10070 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajik
yalrg terutang dala[r SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat(2), dan SKpDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 37

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak,
Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STpD.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STpD dalam hal:
a, Pajak Terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau
keselahan administratif lainnya oleh Wajib pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayai setelah
jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wa3ib Pajak dikenakan sanksi a
denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STpD sebagai
dan ayat (3) huruf a dan huruf b, be
ditambah dengan pemberian sanksi
(satu persen) per buian dihitung d
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh impat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.



(4) Jumiah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,60/o (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengal tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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Bagran Kelima
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Tata cara pemungutan PBJT meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. pembayaran dan penyetoran;
c. pelaporan; dan
d. penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 40

Pasal 39

(t) paji! Paj ak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada
Kepala Perangkat Daerah menggunakan surat pendafiaran objek pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayai (l) dilakukan 
-p"r-g 

lambat'! (tujuh) hari kerja se.1ak beroperasinya Objek pajak.
(3) Dalam hal pelaksanaarr kegiatan secara 

- 
insidintil, wajib pajak wajib

mendaftarkan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelim peiaksanaan
kegiatan.

(4) P.endaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) menjadi
dasar penerbitan NpWpD atau NOpD.

(5) Kepala Perangkat Daerah merakukan pendataan wajib paj ak dan objek
Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan aata Wa.liU
Pajak lan/atau Objek Pajak, termasuk informasi geografis Objek pajak
untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(6) Pe,dafta.a, sebagair,ana dinraksud pada ayat (1) da. pe,dataa.
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan dilakukannya
pembayaran.

(1) Dalam hal Wajib pajak pBJT ti
dimaksud da-lam pasal 39, perang
kepada Wajib pajak.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimak
melakukan sosialisasi, konfirmasi d

(3) Dalam haL Wajib pajak tidak menda-ftarkan diri pada saat pemanggilan
atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud p"a" 

"yit 1Zy,Pdrangkat Daerah secara jabatan merrerbitkan NpwpD berd-asarkan datayang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.



Da
a. b pajak yaitu:

an dan/atau

b. jSmlah- pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau yang
digunakan oleh perangkat daerah yaitu jumiah kontrak/ p.-U^y"r"., y"rrg
tltgra pada nota/ kuitansi pembayaran kepada restoran;

g. nilai jual Tenaga Listrik untuk pejT atas Tenaga Listrik;d j_urnlah pembayaran kepada penyedia Jasa perhotelan untuk pBJT atas
Jasa Perhotelan;

e. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir
dan/atau penyedia rayanar memark rkan kendara"o .rrr--t k pBJi atas JasaParkir; dan

f. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian danHiburan untuk pBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburin.
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Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 4 I

Pasal 42

3 junlan pembayaran setelah potongan harga;
b. jumlah pemberian dengan mengguiakan ior".. makanan dan minuman;dan/atau
c' jumlah pembayaran 

.yang seharusnya diterima restoran merupakalharga jual makanan/ minuman dalam hal voucer/ bentuk lain yangdiberikan secara cuma_cuma.
s Jasa perhotelan termasuk:

an harga;
voucer menginap; dan

,Hi;".l*# 5::i'x*ffl termasuk
penerima Jasa Parkir. 

cuma-cuma yang diberikan kepada
(5) dibayar pBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada

dalam pasal I
barang danf

I

nal dan/atau Minuman ,rrrtrf.Q

naga Listrik untuk PBJT atas Tenaga

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa perhotelan untuk pBJT atasJasa Perhotelan;

dalam Pasal 4l
yang memuat nilai
ditetapkan sebesar

dan/atau Minuman



d 
111!aVaran atau penyerahan atasjasa penyediaan tempat parkir untukPB"IT atas Jasa parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untukPBJT atas Jasa Kesenian dan Hibural.
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Pasal 43

Pasal 44

(1) Nilai jual renaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf cditetapkan untuk:
a Tenaga Listrik yang Berasal dari Sumber Lain dengan pembayaran; dan

ndili.
pkan untuk Tenaga Listrik yang Berasal
ran sebagaimana dimaksud pada ayat

a jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh/variabel yang ditagihkaa da.lam rekening tistrit, untut< pascaUayar;
dan

untuk prabayar.
silkan Sendiri sebagaimana dimaksud
sarkan:

b tingkat penggunaan listrik;
an

wilayah Daerah yang bersangkutan.
an untuk Tenaga Listrik yang berasal

sebagaimana dimaksud pada ayat
sebagai Wajib pajak melakukan

PBJT atas Tenaga Listrik untuk
al atau diserahkan.

edia sebagaimana dimaksud pada ayat
nilai jual Tenaga Listril< 5,aitu untuk
strik.
k yang dihasilkan sendin memiliki alat
ai jual Tenaga Listrik didasarkan pada
dengan harga satuan listrik.
istrik yang dihasilkan sendiri tidak
ukur/kWh meter, Nilai Jual Tenaga
ikan kapasitas tersedia, jangka waktu

a satuan listrik.
di wilayah Daerah sebagaimana

yan g d i se d i akan o r e h p e ru sah aan,, ".ni :il:.1":iilI::':ff,l X11"?,"i*peraturan peru ndang_u ndangan.

(l) Wajib Pajak melakukan 
^p_embayaran 

atau penyetoran pajak yang terutane Idengan menggunakan SSpD. -"'"'*'6 
t

a

g
t0 (sepuluh) hari keqja setehhfl

t
dipungut paling lambat 3 (tiga) hari

Pembayara
dilakukan
Persepsi.

(4) n ala\l penyetoran Pajak sebagaimana dimakstrcl parla ayat (1)melalui sistem pembayaran berbasis elektronik ke 
- 

Bank
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0 Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib eaJat< dit<enai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% [satu persen) p"i b,rl.., dari pajak
Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau diietor, dihitung iarihry"l jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembalaran,
untut jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan -errgguraka.,STPD.

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 45

(l) Wajib Pajak melakukan pelaporaa Pajak Terutang yang telah dibayarkan.
(2) Pelaporan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengisian dan penyampaian SPTPD; dan
b. penelitian SPTPD.

(3) SPIPD sebasaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati
melalui Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya Masa Pajak dengan
melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(4) Pelaporan SP|PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai
lampiran dokumen berupa rekapitulasi data transaksi omzet penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 46

(1)Pelaporan SP|PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan
setiap Masa Pajak.

(2) Pelaporan SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikal dalam
jangka r+,aktu paling lama 15 (lirna belas) har.i kerja setelah berakhiruya
Masa Pajak melalui Sistem Elektronik.

(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakar-r kewajiban peiaporan SplpD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perangkat Daerah melakukan pendataan Objek pajak dan
melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHpOp.

(6) LHPOP sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) memuat:
a. omzet; dan
b. jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 47

(1) Wajib Paj ak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SpTpD yang
teiah disampaikan melalui pernyataan tertuiis kepada Kepala perangkat
Daerah, sepanj an g belum dilaku kan pemeriksaan.

(2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disampaikan
melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.

(3) Da-lam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan S PIPD harus disamparkan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SpTpD dilampiri dengan SSpD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratrt berupa bunga.

*



(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 48

Pasal 49

(1) Surat Ketetapan pajak terdiri atas
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak,
Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan paJak
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diterbitkan dahal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4g; atau
b. penghitungart secara jabatan karena

( 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas SFrlpD yang

- disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (ty.
(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipul:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau peny,etorin dengan
tanggal pelunasan dalam SSpD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SpTpD;
c.meneliti kebenaran identitas diri wajib pajak, Iokasi objek usaha wajib

Pajak;
d. meneliti kebenaran penulisan dalam SpTpD;
e.meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen
, penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
f' meneliti dan memverifikasi perhitungan nilai dasar pengenaan pajak

dengan tarif Pajak;
g. kesesuaian jumlah Pajak yang dilaporkan dalam SplpD dengan

dokumen pendukung atau keterangan 1ain sebagai dasar pengenaan
Pajak;

h. meneliti pengenaan sanksi administratif daram SprpD sesuai dengan
ketentuan peraturarr perundang-undangan; dan

__ i. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46.(3) Hasil peneliLian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita
acara.

(a) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas sprpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STpD.

(5) PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumrah
kekurangan pembayaran Pajak ierutalg ditarnbah sanksi admiriistratif

. -. :."].i ketentuan peraturan perundang_undangan.
(6) Dalam hal hasil penelitian atas Sprp-D sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenailya dariwajib Pajak, Kepala Perangkai Daeri dapat merakukan pemeriksaan.

paragraf S
Penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak

l. Wajib Pajak tidak menyampaikan SpTpD dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud 

. 
d.a!m pasal 46 ayat (21 d"r, t"l^h ditegursecara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 

".uag"i-"1i.ditentukan dalam surat teguran; atau



2. wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pemeriksaan
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) huluf b diterbitkan daram
hal ditemukan data baru dan/atau dat" yrrg semula belum terungkap da.n

yang terutang setelah dilakukan
n SKPDKBT.
da ayat (1) huruf c diterbitkan dalam

ak berdasarkan hasil pemeriksaan.
ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah

dengan jumlah kredit Pajak atau pajak
ajak.
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Pasal 50

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) dan ayat (5)
dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban iajak dan iu.luan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und..rgarr. "

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKpDKR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf i dikenakan sanksi admilistratif
berupa bunga sebes ar l,8o/o (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak siat terutangnya
Pajak atau berakhirnya-masa pajak, bagian Tahun Fajak, atau rarrun eajak
F-p"l dengan diterbitJ<annya SKpDKB, untuk jangla waktu pa-ling rama
24.(dua puluh empat) bulan serta br gian dari buian tihitung penutr i lsatuybulan.

(2) Jumlah-Pajak yang terutang dalam sKpDKri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2o/o (d,ua koma dua persen) per bulan dari pajak ,u"r,i kr.".rgatau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangn,va eafak atauberakhirnya masa Pajak, 

_-b1Lqlan fafrun eal at , atau Tah-un eaja-k sampai
dengan diterbitkannya SKpDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 lduapuluh empat) bulan serta bagian aari Uulan aihitung penuh"l (satu) bulan,sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar S0% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang
kurang dibayar.

(3) Juml-ah kekurangan pajak yang sebagaimanadimaksud dalam pasal 50 a1,at l3 stratif berupakenaikan sebesar 100yo (seratuS langan pajak
yang terutang dalam SKpDKBT.

(4) SKPDKB seba ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBTsebagaimana wajib dilunasi aj.i, jangka waktupaling lama I l diterbitkan.

Pasal 5 I

Pasal 52

(1) Dalam jangka waktu pa.ling lama 5 (lima) tahun sejak teru tangnya Pajak,Kepala Perangka t Daerah dapat menerbitkan STpD.
(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STpD dalam hal:

a Pajak Teru tang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimalsud dalam pasai 49 terdapatkekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis salah hitung, atakesalah an administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
b.SKPDKI} SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Bandin
jatuh tempo pembayaran; atau

g yang tidak atau kurang dibayar setelah



" y#11. Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

pembayaran, untuk jangka
ulan sejak saat terutangnya
I (satu) bulan.

a dimaksud pada ayat (2) huruf c,
ga sebesar 0,67o (nol koma enam

dak atau kurang dibayar, dihitung dari
sampai dengan tanggal pembayaran,

terutansnya pajak serta bagian o^r lr(,11'o'#tllr"SXll ii'#d?SJ:'
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Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

T
a
b
c.
d

[1) Wa.1ib Pajak wajib mendaftarkan

penerbitan NPWPD atau NopD. 
ud pada ayat (2) menjadi dasar

(4) Kepala Perangkat Daerah melakuk

ud pada ayat (1) dan pendataarr l.(4) bersamaan dengan dilakukannVaf

penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak.

Paragraf 2
Pendaftaran dan pendataan

Pasa-l 54

Pasal 55

/ atau mengisi 71

alam pasal 55/
kepada Wajib F

(2) Pemanggilan sebagaim_ana dimaksud paga ayat (1) dalam rangkamelakukan sosialisasi, konlirmasi Oan peniaftararr.



(3) Dalam hal wajib pajak MBLB tidak mendaftarkan diri pada saatpemanggilan atau tidak memenuhi pemangg an sebagaimana'armar.suapada ayat (2), Perangkat Daerah 
""""r" i"b"t . menerbitkan NpWpD danNOPD berdasarkan data yang diperolei yang dituangkan dalam beritaacara.
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Paragraf 3
Pembayaran dan penyetoran

Pasal 56

Paragraf 4
Pelaporan

Pasa.l 57

(1) Wajib Pajak melakukan 
^p-embayaran 

atau penyetoran pajak yang terutangdengan menggunakan SSpD.
(2) MBL.P terutang harus dilunasi paling lambat I0 (sepuruh) hari kerja setelahberakhrrnya Masa pajak.
(3) Pembayaran atau penyetoran_ pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukanmelaluisistempembayaru,u..6""i"elektronik
(a) Dalam hal Wajib pajak- tidak -"--U"V". atau menyetor tepat padawaktunya sebagaimana dimaksud p.ou 

^vJ tzt, wajib pajak oiklriJ sanr<sradministratif berupa br ga sebesai- i.r;lGi" persen) per bulan dari pajakTerutang yang tidak ata -kurang dib;;.;;;u disetor, dihitung dari tansga.r

^*3-p"i dengan tanggal pembayaran, untuk24 (dua puluh empat) bulan seria basian aarisatu) bulan dan ditagih dengan _"rg!rr"ka.,

Terutang yang telah dibayarkal.
ayat (l)meliputi:

D; dan

ayat (21 disampaikan kepada Bupati
gan melampirkan SSpD sebagai bukti

sud pada ayat (3) harus disertaii data nilai jual hasil pengambilan

pasal 5g

maksud dalam pasal 54 huruf c
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a. nilai jual hasil pengambilan MBLB; dan
b. jumlah pajak yang seharusnya terutang.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STpD.
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Pasal 59

ayat (3) ditetapkan

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SpTpD yang
telah disampaikan melalui pernyataan tertulis kepada Kepala perangkai
Daerah, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

(2) Pernyataa. tertulis sebagai,rama din-ral<sud pada ayat (i) tlisarnpaikan
melalui Sistem Elektronik dan/ atau secara langsung.

(3) Dafam hal pembetulan SPTpD sebegaimana-dimaksud pada ayat (l)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SpIpD harus clisampaikan paling

. Iama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan
(a) Dalam hal pembetulan SpTpD sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

menyatakan kurang bayar, pembetulan SpTpD dilampiri dengan SSpD
sebagai bukti pelunasan pajak yarrg kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bunga.

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas SpTpD yang
a dimaksud dalam pasal 5g .

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
aran dan/atau penyetoran dengan

PTPD;
, dan/atau administrasi lainnya.

berita acara. 
aksud pada ayat (21 dicatat dalam

(a) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SprpD sebagaimana dimaksud
ak terutang yang tidak atau kurang
enerbitkan STpD.

(2) terdapat indikasi penyampaian
Wajib Pajak, Kepala perangkat Dae

Penetapan Surat KetetapPaXr?t?Lt0., Surat Tagihan pajak

Pasal 60

Pasal 6l

(l) Surat Ketetapan pajak terdiri atas:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak,
Kepala Perangkat Daerah riapat menertritkan S"urat 

- 
X.i"f.'pi" e.;.f.sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam
hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan telah ditegur
secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pemeriksaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam
hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah oitatutan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c diterbitkan dalam
hal terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

(6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2A

Pasal 62

Pasal 63

P-emeriksaan sebagaimana dimaksud da_lam pasa-l 61 ayat (3) dan ayat (5)
dilakukan u,tuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban i"j* a"r, iujuan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urrd"rrgro. -

rutang dalam SKpDKB sebagaimana
uruf a dikenakan sanksi administratif
oma delapan persen) per bulan dari

Pajak "ffi#H:?i'i[:'TffJiPajak SKPDKB, untuk janika waktu pating
lama
(satu) bulan. 

bagran dari butan dihitung penuh 1

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKpDKB sebagaimana dimaksud dalam

(3) Jumlah k
dimaksud
kenaikan
yang terutang dalam SKpDI(BT.

(4) SKPDKB sebasebagaimana l1i*flet%iffi_fft?ffIp
paling lama I bitkan.

Pasal 64

(1) Daiam jangka waktu paling rama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak
,^. 5"O{. Perangkat Daero}r dapat rnenerbitkan STpD.(2) Kepa-la Perangkat Daerah dapat menerbiU.an SfpO dalam hal:



dibayar;
na dimaksud da_lam pasal 60 terdapat
akibat salah tulis, salah hitung, atau

c. "n 
*?t?I;'#;rran, 

surat Keputusan
Lidak atau kurang dibayar setelah

d. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3) J a ayat (2) huruf ad ditambah dengan
- (satu persen) per

bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung aln tanggaljatuh
tempo pembayaran ^yTp.i dengan tanggal pembayaran, untuf jangka
waktu paling lanta 24 _(dua puluh empat) Uulan sejak saat terutingrrya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

mana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
bunga sebesar O,6oh (nol koma enam

dak atau kurang dibayar, dihitung dari

untuk jangka waktu paling lama 2 l;terutangnya Pajak serta bagian dari

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Umum
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Pasal 65

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 66

Tata cara pemungutan pajak Sarang Burung Walet meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. pembayaran dan penyetoran;
c. pelaporan; dan
d. penetapan Surat Ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak.

(l)

(21

(3)

(4)

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada
surat pendaftaran objek pajak.
a ayat (1) dilakukan paling lambat

r Ob.yek pajak.

penerbitan NpwpD atau NopD. 
i -p'"i"^ ""v"t 

P) menjadi 4""*[
Kepala Perangkat Daerah melakukan I

sebagaimana dimar<sud pada ayat (f) 8i*-Xnt .!l-#:r"?"Jffff:pembayaran.

(s)
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urung Wa-let tidak mendaftarkan diri
aftaran tidak sesuai sebagaimana
Perangkat Daerah dapat melakukan

melakukan sosiarisasi, konfirmasi ;"XX."1X14.#"' 
(1) daram rangka

(3) Dalam hal wajib Pajak sara.g Buru^g'waret tidak mendaftariran diri parla
Y^t pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan 

""t^gri_^r"$.33I:"a pada ayat. (2), perangkat Daerah secara jabatan menerbitkanNPWPD dan NOPD berdasarkai data yang diperoleh yang dituangkandalam berita acara.

Pasal 67

Paragraf 3
Pembayaran dan penyetoran

Pasal 68

Paragraf 4
Pelaporan

Pasal 69

Pasal 70

(1) Pelaporan SpTpD sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2dilakukan seliap Masa Pajak
Pelaporan S PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalamjangka waktu paling lama 15 (Iima belas) hari k

;ilifff, J'ts'lelah 
dibaYarkan'

;dan
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud 

_pada ayat (2) disampaikan kepada Bupatimela-lui Kepara perangkat Daerah dengan meiampirkan sspo 
"!u"gJ t"r.tipelunasan pajak.

(4) Pelaporan' ' t*ifffi' 11il,il* l?*iT;"_*TiH/.
t

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yalg terutangdengan menggunakan SSFD.
g harus dilunasi paling lambat 1O

ya Masa pajak.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbasis elektronik.

atau menJetor tepat pada waktunya
(2]r, Wajib pajak dikenai sanksi

(2)

Masa Pajak melalui Sistem Elektronik
ega setelah berakhirnya



(3) Wajib 
. 
Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SmpD

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.

(a) D. alam hal wajib Pajak tidak menyampaikan SprpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perangkat Daerah melakukan pendataa; Objek
Pajak dal melaporkan hasil pendataan dengan menggunakan LHpOp.

(5) LHPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
a.nilai jual hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Walet; dan
bjumlah pajak yang seharusnya terutang.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STpD.
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Pasal 7 1

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan melalui pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat
Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Pemyataarr tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan
meialui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.

(3) Da-lam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPIPD harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(4) DzrJan hal pembetularr SPTPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SpTpD dilampiri dengan SSpD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa bu nga.

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

( 1) Kepala Peralgkat Daerah melakukan penelitian atas SpTpD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dima.ksud dalam pasal 70.

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoraja dengan

tangga_l pelunasan daiam SSpD;
b..kesesuaian antara SSPD dengan SpTpD;

._. g-. k"_b..*an penulisan, perhituigan, dan /atau administrasi lainnya.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatai dalam

berita acara.
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitran atas sprpD sebagaimana dimaksud Ipada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang lldat atau kurang Idibayar, I(epa-la Perangkat Daerah menerbitkan STpD. " 

I
(5) STPD umkap jumlah fl

$5Jj," si aaministra{
(6) Dalam pD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daera.h dapat melakukan pemeriksaan.
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(1) Surat I(etetapan Pajak terdiri atas:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.

(2) Dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun sejak terutangnya pajak,
menerbitkal Surat Ketetapan pajak
)

da ayat (1) huruf a ditert-rirkan tlalam
tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72: atau
b. penghitungan secara jabatan karena:

l. w4Jib Pajak tidak menyampaikar sprpD dalam jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud daram pasal zo ayatlzl a"" terah ditegur
secara tertulis narnun tidak disampaikal pada walctunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau

2' wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan pemeriksaan

(4) s X],-"i[iffiT'b diterbitkan daramh 
-rang semula belum terungkap dan

yang terutang setelah dilakukan
SKPDKBT.

da ayat (1) huruf c diterbitkan daiam
Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

(1) diterbitkan dalam hal jumlah
n jumlah kredit pajak atau pajak

Paragraf 5
Penetapan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan pajak

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

P.emeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dan ayat (5)dilakukan u,tuk menguji kepatuhan pemenuha, kewajiban pajak dan tujuanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

utang dalam SKPDKB sebagaimana
ruf a dikenakan sanksi administratif

oma delapan persen) per bulan dari

(2) Jumlah Pajal< yang terutan
Pasal 73 ayat (2) huruf b

bahkan dengan sanksi administratif
puluh lima persen) dari pokok pajak
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(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKpDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ay at (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 1007o (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDI(BT
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 76

(1) Dalam jangka waktu paiing lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tetdapat

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau
kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 17o (satu persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejal< saat terutangnya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagial dari bulan dihitung penuh l (satu) bulan.

Bagian Kedelapan
Penagihan dan Pengawasan

Paragraf I
Umum

Pasal 77

( 1) Utang Paj ak sebagaimana tercan
SKPDKBT, STPD, Surat Keputu
Keberatan, dan Putusan Banding me

(2) Atas dasar Penagihan Pajak seb
belum jatuh tempo pembayaran atau

(3) Dafam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan.
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(t) Datam rangka melaksanakan penagihan sebagai64ls dimaksud dalam
Pasal 77, Bupati menunjuk Kepala perangkat Daerah untuk melaksanakan
Penagihan.

(2) I(epala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (L) berwena,g:
a.mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak; dan
b.menerbitkan:

1. surat teguran;
2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
3. surat paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
(3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2-) melaksanakan

Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan piraturan perundang_undangan.

Pasal 78

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan pajak

Pasal 79

Pasal 80

(l) Bupati menetapkan langka waktu pembayaran atau penyetoran pajak
terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan pe.rltap", Bupati
paling lama:

nya SKPD; daii
SPPT.
ajak terutang tercantum dalam SppT

(3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan,
Surat Keputusan KeberaLan, dan putusan Bantting, yarrg menyef:abkan

mbah, harus dilunasi da_lam jangka
bitkan.

keberatan atas SPpT, SKPD, SKPDKB,
angka waktu pelunasan pajak untuk
ada saat pengajuan keberatan sebesar
h sampai dengan 1 (satu) bulan sejak
Keberatan.
kan banding atas Surat Keputusan
, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
n Pajak tertangguh sampai dengan 1

Putusan Banding.

(1) Pajak ),ang terutang berdasarkan SppI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Keberatal, dan/ataul

oleh Wajib'Pajak'pada[(2t 
l:8,ff'tffB,.B?:-;""8:",g,ffi{

tusan Keberatan, dan / atau putusan
pajak yang harus dibayar berta.mbah,
jatuh tempo.



(3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat lain yang diperlukan
untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(+) fyrgt lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merrrpakan surat
himbauan dengan penempeian stiker din penempelan'p"p"r, ia.rgr*r.rr"r,ataupun dalam bentuk lain.

(5) Kepa]a Perangkat Daerah da-ram melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan penagihan kepadainstansi
pemerintah lain.

(6) Penagihan dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
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Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 8 1

Pasal 82

E' AE' 
'\'

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 83

(1) Kepala Perangkat Daerah merakukan pengawasan terhadap wajib pajak
dengan cara:
a. menggunakan alat;
b. menggunakan Sistem Elektronik; dan/atau
c. menugaskan petugas Pajak.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan
pajak.

(3) wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

( l) Wajib Paj ak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud <ialam
Pasal 8 I ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. teguran; dan
b. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan
dengan tahapan:
a' teguran I diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat

atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan
jangka waktu paling lama T (tujuh) hari sejak diterima;

b. apabila teguran I sebagaimana dirnalsud dalam huruf a tidak
dipe,uhi, diberika, teguran II de,ga, jangka waktu pali,g lana T
(tujuh) hari;

c apabila teguran II sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak
, dipenuhi, dilakukan pencabutan izin usaha.

(1) Hak untuk melakukan pen
setelah melampaui waktu 5 (lima
Pajak, kecuali apabila Wajib paj
perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang pajak untuk
penetapan Bupati berbeda dengan s
waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
saat penetapan SKpD atau Sppl.



35

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertanggu h apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2]|:
a. diterbitkan surat teguran dir.n/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

fnaupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana

dima-ksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat pa_l.isa tersebut.

(5) Pengaluan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan perrnohonan angsuran atau
penundaan pembaya-ran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

(7) Dalam hal ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan tersebut.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 84

( I ) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengelolaan piutang pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan pajak.

(2) Kepala Perangkat Daerah memerintahka-n jurusita pajak untuk
melakuka, Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Piutang PajaJ< yang tidak mungkin ditagih ragi karena hak untuk
_ melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat diliapuskan.

(4) Piutang Paj ak yang dihapuskan sebigaimani dimaksud pada
ayar (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 85
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
mempertrmbangkan:
a. pelaksanaarr Periagihan sarnpai dengan balas waktu

kedaluwarsa Penagihan; dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.

BAB VI
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

(1)
Pasai 86

Wajib Paj ak dapat mengajukan ke
Daerah terhadap SppT, SKPD, SKPDK

atau_ .jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan ying jllas.

t2t



(3)

(41

(s)

(6)

(7t

(8)

(e)

(r)

(2t

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
l,:13kq 94am jangka waktu paling lama 3 (tis;) buh; sejak'tanggal
SPPT, .SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Sxpolv atau SKPDLB aiurim aTautanggal. pemotongar atau pemungutan, kecuali jika Wajib pajak dafatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat diperuti karenakeadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:a. bencana alam;
b. kebaliaran;
c. kerusuhan massal atau huru_hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keberatan- dapat diajukT*"qlb_ig WJ.1iU e4'af. telah membayar pajak
tcrutang datam SppT, SKPD, SKpDKa, SXpoief, SKPDLB, SI{PDN, a;upemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit 

"";"_i"f,yang telah disetujui Wajib pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudparra ayat (1), ayat (2) , ayat (3), dan ayai (S) tidal diaiggap 

""U"g"i ""r",keberatal.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
T:Lq*_*391._,1",:"v", .atau tanda penerimaan surat keberatan yans
:::1T:T i.pala Perangkat Daerah kepada Wajib pajak, menjadi tindaouKu penenmaan surat 1., eberatan.

Dalam hal .Wajib 
pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasanatas jumlah Pajak yalg belum diba ^. p"a" saat pengajuah keberatantertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pinerbitan SuratKeputusan Keberatan.

/1*1"}r Pajak yang belum dibayar pada saat pengqluan permohonankeberatan sebagaimana dimaksui p"e" ;,,"t aCy iida"k"termas"t 
""o"g"lUtang Pa.1ak.
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Pasal 87

Kepa-la Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan dalam jangka waktu 6 (enam) 'U"f". 
seSat< tanggat S'riatKeberatan diterima.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian,menolak atau menambah besarnya pajak yang temtang.
Apabrla dalam jangka waktu sebagar-r.,i aii-rut"ud pada ayat (1) KepalaPerangkat Daerah tidak memberi suatu keputusal, keberatan yangdiajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 88

Da.lam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau
ajak dikembalikan dengan ditambah

n) per bulan dihitung
paling iama 24 (dua

tung penuh 1 (satu)

(1)

(21 lmbaian bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, WajiPajak dikenai sanksi admin IStratif berupa denda sebesar 3O%o (tiga puluhpe rsen) darl Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi

(3)

dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
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Bagian Kedua
Banding

Pasal 89

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan vang ditetapkan oleh
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusar:r diterima dengan dilarnpiri
sa-linan Surat Keputusan Keberatan.

{21 Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaj ukan
secara tertu'lis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3) Perm<.rhonan banding sel-ragaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndang-u ndangan.

Pasal 9O

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PEak
vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(21 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan Banding.

(3) Da.lam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 307o (tiga puluh persen) sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) ,Dalam hal permohonan banding ditola-k atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 607o (enam
puluh persen) dari jumlah Paj ak berdasarkan putusan Banding dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 91

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau

pengumuman lelang;
c. keputusan pencegahan dalam rangk
d. keputusan yang berkaitan dengal

selain yang ditetapkan dalam Pasal 8
e. penerbitan surat ketetapan pajak a

dalam penerbitannya tidak sesuai
telah diatur dalam ketentuan per
dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 92

Pengajuan gugatan dilaksanakan
perundang-undangan.

sesuar dengan ketentuan peraturan



BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSII{YA
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Bagian Pertama

Insentif Fiskal Pajak Bagi pelaku Usaha

Pasal 93
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiska-l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,

keringanan, dan pcmbebasan, atau pcnghapusan atas pokot ea3at,
dan/atau sanksinya.

(3) Insenlif hskal sebagaimana dimaksud pada ayat (r), dapat diberikan araspermohonan Wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan :

a. kemampuan membayar Wajib pajak;
b. kondisi tertentu objek Pajak;
c' untuk mendukung dan meiindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;d untuk mendukung kebijakan pemerintah Daerah dalam mencapai

prograrn priontas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerinta_h dalam mencapai program

prioritas nasional.
(4) Kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran; dan/atau

c. penyebab lainnya yang te{'adi bukan karena adanya unsur kesengajaan.

d. faktor lain yang di tentukan oieh Bupati.(3) Pemberian insentif fiskal kepada V/ajib pajak pelaku usaha' mikroultra mikro sebagarmarna dimaksud dalam pasal 93 ayat (3) huruf c,dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalamperatu ran perundang-undangan di

Pasal 94
(1) Pemberian insentif rrskal sebagaimana dimaksud daram pasal 93 ayat (3)

merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam
pengelolaan keuangan Daerah.

l2l Pembenan insentif liskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat (3) huruf . i"., huruf b, -dil"krkun J..rg*memperhatikan faktor:
alkepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2(dua) tahun terakhir;

' modal Wajib pajak terhadap I
e4'a di daerah yang bersangk"t^.,;f

dan koperasl.
bidang usaha mikro, kecil, menengah,
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(4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasa-l 93 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerahyang tercantum dalam rencana pem
Pemberian insenLif fiskal kepada
dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e
penyelesaian proyek strategis nasional.

(s)

Pasal 95

[1'J Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasar 93 ayat (r)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan oleh
Pemcrintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 96

(1) Da-lam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal
93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib pajak, apabila diperlukan
Kepala Perangkat Daerah dapat merakukan pemeriksaan pajak untuk
tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahu,a Wajib pajal< 5,ang mengajukan permohonan insentif
fiskal berhak untuk menerima insentif fiskar sesuai dengan pertimba.gan
dan faktor sebagaimana dimaksud dalam pasar 93 ayat (3) dan pasar 94
ayat (2).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, pengurangan, dan pembebasan

Pasal 97

(1) Wajib Pajak atau penanggun
Pasal 98
g Pajak dapat mengajukan permohonanpemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penun

pembayaran atas pokok paJak dan/atau sanksinya kepada Kepala
Perangkat Daerah.

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
Pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak.

(2) Kondisi wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (r) paling sedikit
Fy.p. kemampuan membayar Wajib pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (r) paling sedikit
dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan
yang ditempati Wajib pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana ,f"rrr,f,
kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan/atau pertimbangal lain. I

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diajukan secara tertulisdengan menggunakan bahasa Indonesia yang memuat:
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a. n€una dan alamat Wajib pajak;
b.jenis Pajak;
c.besaran keringana-n, pengurzrngarl, pembebasan dan
- 
pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya; dan

d. alasan permohonan.

penundaan

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus melampirkan:
a. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya;
b. fotokopi NPWPD; dan
c. SKPD.

Pasal 99
(I) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap permohonan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9g.
(2) Hasil penelitian sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) menjadi dasar

Kepala Perangkat Daerah memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok paj ak dan/atau
sanksinya.

(3) Pemberikan kennganan, pengurErngan, pembebasan dan penundaan
pembayaran atas pokok pajak dan/ atau sanksinya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 1OO

(z)

[1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kipada wajib
Pajak berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
b. pemberian fasititas angsur€rn atau penundaan pembayaran pajak

Terutang atau Utang pajak.

i3)

(4)

Perpaljangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a diberikan t<epaaa WaliU
Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas u,aktu pembayaran atau pelaporan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Buiati
secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib pajak yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati.
Pemberiar fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak rerutang
atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilrakukan
dalam ha] wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan
kahar Wajib Pajak sehingga Wajib pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan pajak pada waktunva.
Pembenan fasilitas angsuran atau penundaan pembal,aran pajak
Terutang atau Utarg pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dapatdiberikan Bupati melalui Kepala perangkat Daerah berdasarkan
permohonan Wajib pajak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atau
dokumen lainnnya.

(s)



(6J Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak
Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan
kepatuhan Wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.

(7) Keputusan Bupati melalui Kepala perangkat Daerah atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat be.upa:
a. menyetujui jumlah €rngsuran pajak dan/atau masa angsural atau

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran

atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib pajak; atau
c.menolak permohonan Wajib pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jaagka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang
dit,nda disertai hrrnga sebesar O,60/o (nol koma enam persen) per tlulan
dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling
larna 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(10J Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (4) meriputi:a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru_hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. kecelakaa, ata, m,sibah yang tidak clapat clihinclari; clan/ata,
f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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, pasal 101

(r) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala perangkat
Daerah dapat melakukan pembetulan STpD, SppT,' SKPD; 

-SXpOXg,

SKPDKBT, SKPDN, atau Sxpor,B yans dalam peneibi;;;;a *.a"p".kesalahan turis dan/atau kesalahan- hitrr.g ' aanratau " Lr."ri.,rropenerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang_undangan
perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan haram suratKeputusan Pembetulan.
(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala perangkai Daerahmenindaldaniuti permohonan tersebut l.r,g.r, merakuka=n penelitian
. terhadap permohonan Wajib pajak.
(4) Kepala Perangkat Oaerah dapat

keterangan yang diperlukan dal
dimaksud pada ayat (3).

(51 Dalam hal pembetulan didasark
sebagaimana dimalsud pada ayat
menerbitlial Surat I(eputusan pem
ayat (2) dalam jangka waktu paling 1
permohonan pembetulan diterima.



(6) surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi
keputusan berupa:
a. mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan

atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengu ralgkan, atau
menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi

- administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pjmeriksaan maupun

ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib pajak.
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BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 102

BAB X
KERJA SAMA OPIIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 103

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah
dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan pajak dengan:a pemerintah;

(f) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala perangkat Daerah.

(2) Kepata Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kllebitran pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputu san.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala perangkat Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka u,aktu p"ti"g
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
- (t) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang eaiat< lainnya.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai-a"" ai-"t sud pada

ayat (1) dilakukan dala,r ja,gka wal<tu paring ri,ra 2 (dua) bula, iejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan seterah lewat 2
(dua) bulan, KepaJa perangkat Daerah memberikan imbaran bunga sebesar
0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterrambatan pe-mbayaran
kelebihan pembayaran pajak.

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.

(2) Keqa sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakanpenzlnan, serta data dan /atau informasi lainnya sesuai d engan

ketent uan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, khususn-va di bidang perpaiakan;



d pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e. peningkatan pengetahuan.dan kimampuarr apa.ratur atau sumber daya

oleh pihak ketiga; dan
g perlu untuk dilaksanakan dengan
siensi dan efektivitas pelayanan puUUt

serta saJing menguntungkan.
B) Kerja sama yang dapai dilaksanakan bersama dengan pemerintahdan/atau Pe

huruf a dan
$ada ayat (2)

(4) Kela sama
sebagaimana
sebagaimana

(1) pemerintah Daerah dapat: 
Pasal 104

a mengajukan penawaran keda sama kepada pihak i,rog ditujusebagaimana dimaksud dalam pasal 10a ayai(t); dan
b' menerima penawaran kerja sama aari pitrat<' sebagaimana dimaksud

.- dalam Pasal 103 ayat (l).
(2) Ke!'a sama sebagaimana dimaksud daram pasa-r 103 ayat (2) dit,angkandalam.dokumen peq'anjian keq'a sama atau dokume" d" y;t;;lpakatipara pihak.
(3) Khusus untuk bentuk kerja tO3ayat (2) huruf a, dokumen patibersama mitra kery'a sama.
(4) Dokumen pelanli; kerja sama ,"J

paling sedikit mengatur ketentuan ,"l|
a subjek ke4'a sama;
b. maksud dan tujuan;
c mang lingkup;
d hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e jangka waktu perjanjian;
f sumber pembiayaan;
g penyelesaian perselisihan;
h sanksi;
i korespondensi; danj. perubahan.

M

BAB XI
KE'IEN'I'UAN PENU'TUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati rana Toraja Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tat" c"."(P-enyetoral Pendapatan Asli Daerar Ke Rekening Kas umim DaerahKabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasa] 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5t D[!

PATI TANATORA.I
^+

THEOFILUS ALI.ORERUNG

S

Diundangkan di Makale
pada tansgal 3\ Dtf ny

S DAERAH KAE}UPATEN TANA TORA.IA,

RUDHY I LOI.o

B AERAH KABUPATEN TANA TORA*IA TAHUN 2024 NOMOR ..9& -.


